
BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI
NOMOR 5£ TAHUN 2021

TENTANG
PEDOMAN PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT (PPKM) TINGKAT

DESA DALAM RANGKA PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) DI
KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI,

bahwa untuk memutus mata rantai penularan Corona Virus
Disease 2019 (Covid-1M dilakukan upaya di berbagai aspek
kehidupan, baik aspek penyelenggaraan pemerintahan,
kesehatan, sosial, maupun ckonomi,

b. bahwa kebijakan Pemerintah dalam penanganan Covid-19melalui
| Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), perlu

didukung dengan pengaturan di tingkat Daerah sebagai
tindaklanjut kebijakan dimaksud,

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada
huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Pedoman Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)
Tingkat Desa Dalam Rangka Penanganan Coronz Vwus Disease
2019 (Covid-19) di Kabupaten Kepulauan Mentawai,

Mengingat ».1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit
Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1924
Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3273,

2. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang Pembentukan
Kabupaten Kepulauan Mentawai (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 177, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3898), sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2000 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 76, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3964,

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 14,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063),

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor.
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679),

5. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang
Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3447),

Menimbang a



Menetapkan

6. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang
Penyelenggaraan Kedaruratan Bencana pada Kondisi Tertentu,

7. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2020
tentang Adaptasi Kebiasaan Baru Dalam Penanganan COVID-19
di Sumatera Barat,

8. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 2
Tahun 2017 tentang Penanggulangan Bencana Daerah:

9. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Namor 3
Tahun 2017 tentang Ketenteraman dan Ketertiban Umum:

10. Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor 30 Tahun 2020
tentang Pelaksanaan Tatanan Normal Baru Produktif dan Aman
Corena Virus Disease 2019 (Cavid-19) di Kabupaten Kepulauan
Mentawai:

MEMUTUSKAN :

: PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMBERLAKUAN
PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT (PPKM) TINGKAT DESA
DALAM RANGKA PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019
(COVID-19) DI KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI.

Pasal I
Dalam peraturan Bupati ini, yang dunaksud dengan :

l. Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Mentawai.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kepulauan

Mentawai.
3. Bupati adalah Bupati Kepulauan Mentawai.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

5. Satuan Polisi Pamong Praja, selanjutnya disebut Satpol PP adalah
Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan
Daerah di bidang penegakan peraturan daerah serta pelaksanaan
ketenteraman dan ketertiban umum di Daerah.

6. Kecamatan adalah kecamatan dalam wilayah Daerah.

7. Kecamatan Sipora Utara adalah salah satu Kecamatan dalam
wilayah Daerah.

8. Desa adalah Desa dalam wilayah Daerah.

9. Camat adalah kepala Perangkat Daerah Kecamatan yang diangkat
oleh Bupati berdasarkan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

10. Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masvarakat, selanjutnya
disingkat PPKM adalah pengaturan kegiatan atau aktivitas
masyarakat berdasarkan zonasi penyebaran Covid-19 di wilayah
tertentu.

Ii. Carona Virus Disease 2010, selanjutnya disebut Covid-19 adalah
penyakit menular yang disebabkan oleh Severe Acute Respiratary
Syridrome-Corana Virus-2.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:
a. meningkatkan upaya setiap orang dalam pencegahan penularan

Covid-19,



b.

s
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2
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Gi

(h)

(2)

meningkatkan partisipasi semua pemangku kepentingan dalam
penerapan PPKM, dan
memberikan panduan kepada semua pemangku kepentingan
dalam penerapan PPKM.

Pasal 3
Dalam rangka penerapan PPKM, Camat membentuk Tim Terpadu
tingkat kecamatan.
Tim Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
a. Ketua yang dijabat oleh Camat:
b. Wakil Ketua I dijabat oleh Kepala Kepolisian Sektor (Kapolsek),
Cc. Wakil Ketua II dijabat oleh Komandan Rayon Militer

(Danramul):
d. Sekretaris I dijabat oleh Sekretaris Kecamatan,

Sekretaris H dijabat oleh Kepala Puskesmas,
f. Anggota terdiri dari:

2 (dua) orang dari unsur Polri,
2 (duaj orang dari unsur TNI AD:
1 (satul orang dari unsur TNI AL:

2.

3
2 fduaj orang dari unsur Kecamatan,
2 iduaj orang dari unsur Puskesmas,

4

Ke

6. Sefuruh kepala desa.

Tim Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai
tugas:
a mengkoordinasikan penerapan PPKM di wilayah Desa:
b. melakukan pengawasan dan pengendalian kewatan Pusat

Komando (Posko) PPKM,
c. melakukan sosialisasi kepada masyarakat dalam rangka

penerapan PPKM,
d. melakukan penegakan dan pengawasan aktivitas/kegiatan

masyarakat selama penerapan PPKM di wilayahnya masing-
masing,

e. mengkoordinasikan penanganan isolasi pasien Covid-I9
dengan Dinas Kesehatan melalui Pusat Kesehatan Masyarakat
di wilayahnyamasing-masing,

f£. membuat laporan penanganan Covid-19 di wilayahnya
masing-masing.

Kepada Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan
honorarium setiap bulan dengan besaran sebagai berikut:

a. Ketua sebesar Rp. 700.000 per bulan,
b. Wakil ketua sebesar Rp. 600.000 per bulan:
&. Sekretaris sebesar Rp. 500.000 per bulan:
d. Anggota sebesar Rp. 400.000 per bulan

Pasal 4

Untuk mendukung pelaksanaan tugas Tim Terpadu Penerapan
PPKM, Camat dan Kepala Desa membentuk Posko PPKM.

Posko PPKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:



a. Posko PPKM tingkat Desa yang dibentuk oleh Kepala Desa:
dan
Posko PPKM Khusus di pintu masuk orang/barang di wilayah
kecamatan yang dibentuk oleh Camat dengan melibatkan
desa di wilayah kerjanya.

b.

Yasal 5

il) Posko PPKM tingkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4
ayat (2) huruf a berfungsi sebagai pengendali aktivitas/kegiatan
masyarakat sesuai zonasi penyebaran Covid-19 di wilayah desa.

(2

8)

Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat ft)
Poska PPKM mempunyai tugas dan kewenangan:
a.

b.

memberikan rekomendasi pelaksanaan aktivitas/kegiatan
masyarakat,
mengawasi aktivitas/kegiatan masyarakat selama penerapan
PPKM,
merekomendasikan kepada Tim Terpadu untuk pembubaran
atau membatasi kegiatan/aktivitas masyarakat yang
berpotensi menimbulkan keramunan dan melanggar
ketentuan PPKM,
memantau,mengawasi, mencatat, danmelaporkan data orang
masuk ke wilayahnyamasing-inasing,
melakukan sosialisasi penerapan PPKM dan protokol
kesehatan kepada masyarakat,
mendampingi tenaga kesehatan dalam melaksanakan tugas
penanganan Covid-19 di Desa, antara lain pada saat tracking,
trassing, vaksinasi dan kegiatan lainnya yang berhubungan
dengan penanganan Covid-19,
memantau dan mengawasi warga masyarakat yang sedang
menjalani isolasi,
melakuksn penyemprotan disinfektan di tempat-tempat
mmum dan/atau di rumah warga masyarakat yang anggota
keluarganya terkonfirmasi positif Covid- 19,

mengkoordinasikan penanganan pasien Covid-19 dengan
petugas kesehatan dan tim terpadu kecamatan di wilayahnya
masing-masing.

ES

f£

&

h.

Petugas Posko PPKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri
dari:
a.

b.

Cc.

Penanggung jawab dijabat oleh Kepala Desa,

Koordinator Lapangan dijabat oleh Polri/TNI di Desa,
Wakil koordinator lapangan dijabat oleh Ketua Pemuda atau
unsur lainnya di Desa,

Anggota, terdiri dari:
1. 4 (satu) orang dari unsur Polri,
2. 4 (satu) orang dari unsur TNI,
3. 1 isatuj orang dari unsur kepemudaan,
4

4.

1 (satu) orang dari unsur petugas perlindungan
masyarakat (Linmasj Desa,

S1 (satu) orang dari tenaga kesehatan di Desa,

6. 1 (satu) orang dari tinsur Perangkat Desa.
1



I4) Petugas Posko PPKM sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam
melaksanakan tugas berdasarkan surat perintah tugas dari
Kepala Desa dengan sistem penugasan secara bergiliran /periodik.a

(S5! Kepada Petugas Posko PPKM sebagaimana dimaksud pada ayat (3!
dapat diberikan biaya operasional sebagai berikut:

a. uang lelah dengan besaran:
IL. penanggung jawab, paling besar Rp. 60.000 per hari: dan

2. anggota, paling besar Rp. 50.000 per hari
b. penggantian biaya transportasi, paling besar Rp. 20.000 per

orang per hari,
c. biayamakan, paling besar Rp. 20.000 per hari,
d. kebutuhan operasional Posko, terdiri dari:

Il. handsanitizer secukupnya,
2. masker, paling banyak 1 Isutu) kotak setiap hari,
3. sarung tangan karet, paling banyak 1 (satu) kotak setiap

hari,
$. air mineral, paling banyak 1 (satu) kardus setiap hari,
5. alat tulis kantor sesuai kebutuhan:
6. alat penyemprotan, dan

7. cairan disinfektan.

(8) Kebutuhan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (S)
dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB
Desi melalu realokasi atau refoccusing kegiatan dalam APR Des,
baik yang bersumber dari Dana Desa, Dana Alokasi Desa, maupun
Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah.

Pasal 6

(HD Posko PPKM Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat
(2 huruf b dibentuk oleh Camat hersama-sama dengan Desa di
sekitar wilayah pintu masuk pelabuhan.

(23 Posko PPKM Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (!) terdiri
dari:
a. Posko Pelabuhan Tuapejat dibentuk oleh Camat Sipara

dengan melibatkan Desa dalam wilayah Kecarnatan Sipora
Utara:

b. Posko Pelabuhan Pokai dibentuk oleh Camat Siherut Utara
dengan melibatkan Desa dalam wilayah Kecamatan Siberut
Utara,

c. Posko Pelabuhan Maileppet dibentuk oleh Camat Siberut
Selatan dengan melibatkan Desa dalam wilayah Kecamatan
Siberut Selatan: dan

d. Posko Pelabuhan Sikakap dibentuk oleh Camat Sikakap
dengan melibatkan Desa dalam wilayah Kecamatan Sikakap.

(3) Posko PPKM Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
berfungsi untuk melakukan pengendalian dan pengawasan orang
masuk ke wilayahnya masing-masing sesuai ketentuan penerapan
PPKM.

(4) Dalammelaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
Poska PPKM bertugas dan berwenang:
2. memeriksa dokumen persyaratan perjalanan orang yang

masuk ke wilayah kerjanya,



(1)

(2

b. memerintahkan setiap orang yang tidak memenuhi syarat
sebagai pelaku perjalanan untuk wajib melakukan isolasi di
bawah pengawasan Tim. Terpadu kecamatan,

&. membuat laporan pelaksanaan tugas yang ditujukan kepada
Satuan Tugas Penanganan COVID-19 tingkat Kabupaten
melalui Camat.

Pasal 7
Posko Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2)
dilakukan penjagaan setiap hari atau paling tidak pada setiap
keberangkatan dan kedatangan kapal di peiabuhan.
Petugas Posko Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
terdiri dari:
a. 1 (satu) orang Koordinator Lapangan dari unsur Polri atau TNI,
b. Anggota, terdiri dari:

1. 2 dua) orang dari unsur Polri,
2. 2 iduaj arang dari unsur TNI,
3. 2 fduaj orang dari unsur Satuan Polisi Pamong Praja

(Satpol PP),
4. 2 (dua) orang dari unsur tenaga kesehatan,
5. 2 (dua) orang dari unsur desa terkait, dan
6. 2 fdua) orang dari unsur syahbandar atau Dinas

Perhubungan.
Petugas Posko PPKM Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dalam melaksanakan tugas berdasarkan surat perintah tugas dari
Camat dengan sistem penugasan secara bergiliran/periodik.

3)

Kepada Petugas Posko PPKM Khusus sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) dapat diberikan biaya operasional sebagai berikut:

td)

a. uang lelah dengan besaran:

I. penanggung jawab, paling besar Rp. 75.000 per hari, dan

2. anggota, paling besar Rp. 50.000 per hari

b. penggantian biaya transportasi, paling besar Rp. 30.000 per
orang per hari,

c. biaya makan, paling besar Rp. 25.000 per orang per hari,
d. kebutuhan operasional Posko, terdiri dari:

1 hancdsanitizer secukupnya,
2, masker, paling banyak I fsatu) kotak setiap hari:
3. sarung tangan karet, paling banyak 1 isatul kotak setiap

hari:
4, air mineral, paling banyak 1 (satu) kardus setiap hari,
5, adat tulis kantor sesuai kebutuhan,
6. alat penyemprotan: dan

7. cairan disinfektan secukupnya.

1

Kebutuhan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB
Des) oleh Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2)
melalui realokasi atau refoccusing kegiatan dalam APE Des, baik
yang bersumber dari Dana Desa, Dana Alokasi Desa, maupun
Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah.



(6!

3

3

2

Penghitungan kebutuhan anggaran Posko Khusus sebagaimana
dimaksud pada ayat (5) berdasarkan jadwal penjagaan masing-
inasing Desa yang ditetapkan oleh Camat.

Pasal 8
PPKM diterapkan di tingkat Desa berdasarkan zonasi penyebaran
Covid-19 pada setiap desa selama 7 ftujuky hari terakhir,
Zonasi penyebaran Covid-19 sebagaimana dimaksud pada ayat ft)
ditetapkan berdasarkan nilai rata-rata jundah pasien aktif
terkonfirmasi positif Covid-19 dalarn 1 (satu) desa dibagi dengan
jumlah dusun dalam 1 (satu) desa, dengan ketentuan:

(2)

a. nilai rata-rata 5 atau lebih dikategorikan zona merah,
b. nilai rata-rata 3 sampai dengan 3,9 dikategorikan zona orange,
Cc. nilai rata-rata sampai dengan 2,9 dikategorikan zona kuning:

dan
d. nilai rata-rata O (tidak ada pasien terkonfirmasi aktif positif

Covid-19! dikategorikan zona hijau.
Zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh
Kepala Dinas Kesehatan secara periodik, yakni setiap 1 (satu) kali
dalam 7 ftujuh) hari.

Pasal 9

Kegiatan atau aktivitas masyarakat selama penerapan PPKM
dapat dilaksanakan sesuai zonasi penyebaran Covid-19.

Aa

Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 16

Pelaksanaan kegiatan atau aktivitas oleh masyarakat yang sifatnya
menghadirkan orang banyak terlebih dahulu mendapatkan
rekomendasi dari Posko PPKM tingkat desa.

(1)

2

83

(2

Pasal II
Camat bersama Kepala Desa melakukan pengawasan dan
pengendalian penerapan PPKM di wilayahnya masing-masing.
Hasil pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) disampaikan kepada Bupati melalui Satuan Tugas
Penanganan Covid-19 tingkat Daerah.

( tk2

Pasal 12

Satuan Tugas Penanganan Covid-19 tingkat Daerah melalui
Badan Penanggulangan Bencana Daerah melakukan evaluasi
penerapan PPKM di tingkat Desa.

Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan
kepada Bupati sebagai bahan pengambilan kebijakan dalam
rangka penanganan Covid-19 di Daerah.

Pasal 13

Setiap orane/badan/lembaga/organisasi kemasyarakatan yang
tidak mematuhi penerapan PPKM di tingkat Desa, dapat dijatuhi
sanksi,
Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada
Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2020
tentang Adaptasi Kebiasaan Baru Pada Masa Pandemik Covid-19
di Sumatera Barat dan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan
Mentawai Noor 30 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Tatanan



Normal Baru Produktif dan Aman Corona Virus Disease 2019
(Corid-IOdi Kabuparen Kepulauan Mentawai.

Pasa: 14

Peraturan Bupatiinimulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam
Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai.

Ditetapkan di 'napejat
pada tanggal

23
Agustus

2021

BU ALAN us NTAWAIPER

SAI

Mundangkan di Tuapeiat
pada tanggal J4 Agustus 2021

SEKRETARIS DAERAHBUF PUKAUAN MENTAWAI
Kag

SETDAY,

AFI KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI TAHUN 2021 NOMOR



NO

2

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI
NOMOR 5& TAHUN 2021
TENTANG
PEDOMAN PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN
MASYARAKAT (PPKM) DALAM RANGKA PENANGANAN
CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) DI KABUPATEN
KEPULAUAN MENTAWAI

KEGIATAN/AKTIVITAS MASYARAKAT PADA MASA PENERAPAN PPKM SESUAI ZONASI PENYEBARAN COVID-19
DI TINGKAT DESA DALAM WILAYAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI

KEIATAN /AKTIVITAS
MASYARAKAT /ZONA WILAYAH

DESA
Belajar Mengajar pada Satuan
Pendidikan

ZONA MERAH ZONA HIJAUT
Pembelajaran Jarak Jauh (PJ)

Perkantoran

tw

ZAINA (IRANGE ZONA KUNING

Pembelajaran Jarak Jauh (PUJ) Pernbelajaran Tatap Muka
Terbatas

oo dengan penerapan

Kegiatan pada Sekior esensial

yang ketat.
industri

7SS2 pegawai wajib Work from
Home (WE)
Dapat beroperasi dengan
penerapan protcekol kesehatan

protukoi kesehatan vang ketat.

Pembelajaran Tarap Muka
CGengan penerapan protokof
kesehutan yang ketat.

506 pegawai wajib Wark Erom
Fame KF)
Dapat beroperasi dengan
penerapan protokol kesehatan
yang ketat,

8. Dapat beroperasi dengan
penerapan praftoko!
kesehatan yang kesat.

& Dalam hal diternukan
karyawan /kkester posistif
Covid-19, wajib tutup 5 hari

Pasar tradisionsi, pedagang kaki
lima, twko kelantong, agen /outlet
vGucher, barbersbop/pangkas
rambut, lsandre, pedagang
asongari, yasar Icak, pasar
burungfunggas. pasar basah, pasar
batik. bergket keril, cucian
kendaraan, dan sin tain yang
Sejenis

355 pegawai wajib Work Krom Work Erom Offee (WFO)
dengan penerapan protokoi
kesehatan yang ketat.

Liome (WEI

Dapat beroperasi dengan
penerapan proiokof kesehatan
yang ketat.

a. Dapnt beroperasi dengan
penerapan pretokal
kesehatan yang ketat.

b. Dalam hal ditemukan
karyawan /klaster posistif
Covid-19, wajib turup 3 hari

a Dapat beroperasi dengan
penerapan pratokol
kesehatan yang ketat.

b. Dalarn hal ditemukan
karyawan kkuszer posistif
Covid-19, wajib cutup 1 hari

Tutup paling lama pukul 2G.0D
WIB dengan penerapan protokol
kesehatan yang ketat.

Tutup paling lama pukul 21.090
WIB dengan penerapan protokol
kesehatan yang ketat.

Dapat berupurus dengar
penerapan protokol kesehatan
yarg ketat.
a. Dapat beroperasi dengan

pererapan protokol
kesehatan yang ketat.

b. Dalam hal ditemukan
karyawan Aklaster posistif
Covid-19, wajib tutup 1

kari
Tutup paling fama paku? 22.06
WIB dengan penerapan protokol
keseharan yang ketat.

Tidak dibatasi
dengan perwrapan protoko!
keschatan yang ketat.



6 Warung makan /warteg, pedagang
kaki Sma, lapak jajanan dan
sejermisnya.

Tutup paling lama pukut 29,09
WIB derigan penerapan protokal
kesehatan yang ketat.

Tutup paling lama pukul 21.00
WIB dengan penerapan protwkol
kesehatan yang ketar.

Titip paling tama pukut 29.90
WIB dengar penerapan protokol
kesehatan yarig ketat.

pelaksanaan kegiatan pada nusat
perbelanjaan /swalayan /minimarket

Tutap paling Jana pudeud 20.00
WIB dengan penerapan protakof
kesehatan yang ketat.

Tutup paling lama pukul 21.00
WIB dengan penerapan protokol
kesehatan yang kerat.

Tutup paling tama puki 22.00
WIB dengan penerapan protekol
kesehatan yang ketai.

Tklak dibatasi dengan
penerapan proiokvl kesehatan
yang ketat.
Tidak dibatasi dengar:
penerapan protokol kesehatan
yang ketat.

Kegiatan Konstruksi

10 Kegiatan Ibadah
|
ketat

Dapat beruperasi MX 9 (seratus
persen) dengan pencrapan
protokol kesehatan secara lebih

Dapar beroperasi 10054 (seratus
persen) dengan penerapan
protokol kesehatan seraxa lebih
ketat

Dapai dilaksanakan di tempat
ibadah dengan kapasitas

proiokaoi kesehatan yang ketat.

Pelaksanaan kegiatan pada area
publik (fasilitas umum, timan
knam, tempat wisata Umum atau
area publik kainnya

12
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| kerumunanj

pelaksanaan kegiatan seni, budaya
dan sosial kemasyarakatan (lokasi
s€ni. budaya dan sosial yang dapat
menimbulkan keramaian dan

Ditutup

meaksganat 2596 dengan penerapan

Dapat dilaksanakan di tempat
ibadah dengan kapasitas
maksimal 504 dengan
penerapan protokol kesehatan
yang ketat.

Dapat beroperasi 10092 (seratus
persenj dengan pencrapari
protokol kesehatan secara fetih
ketat

Dapat beroperasi 10096
seratus persen) dengan
penerapan protokol kesehatan
secara dehih ketat

Dapat difaksanakan di tempat
ibadah dergan kapasitas
rneiksimal 754 dengan penerapan
protokal kesehatan yang ketat.

Dapat dibuka dengan kapasitas
pengunjung maksimal 396
Gengan pencranan protokol
kesehatan yang ketat,

Ditutup

Kegiatan olahraga/pertandingan
Olalyaga

Tidak boleh sda penonton dan
Ieagan penerapan protokol
kesehana: yang kesat.

Kegiatan resepsi pernikahan dan
hajatan

pelaksanaan kegiatan rapat,
seminar dan pertemauan fuang
Kokesi rapat /sermisar/ pertemuan
di terpal uan yang dapat
mermimkidkan keranaian dan
kerumunan)
Transportasi umum f(kerdaraan
umum, angkutan masal, lang hoat
dan kendaraan sewa/rental

Kapasi:as tamu paling banyuk
2594, tidak boleh menyediakan

menyediakan hiburan dalam
bentuk organ tunggal serta
dengan penerapan protokol
kesehatan yang ketat.

makan di tempat, dan tidak boleh

Dapat Kibuka dengan kunasitas
pengunjing maksinnai 30 Yo
dengan penerapan protokol
kesehatan yang ketat.

Dapat dibuka dengan kapasitas
pengunjungmaksimal 5G
dengan penerapan protokol

|
kesehatan yang ketat.

Danat dilaksanakan di tempat
|

Ibadah dengan penerapan
protokol kesehatan yang ketat

Dapat dibuka dengan
penerapan protoxoi kesehatan
yang ketat.

Dapat dibuka dengan kepasitss
pergunjung maksimal SG
dengan penerapan protokol
kesehatan yang ketat.

Kapasitas peranton maksimal
SMP dengan penerapan protokol

|
kesehatan yang ketat.

Kapasitas penonton maksimal
7S dengan penerapan protokol
Seseha:an yang ketat.

Kapasitas tamu paling banyak
504, tidak bnjeh menyediakan
makan di tempat. dan sidat
hotoh menyediakan Isburan
dalam bentuk organ tunggal
serta dengan penerapan
protokol kesehatan yang ketat,

Maksiaal peserta 2592 dari

tidak boleh menyediakan
makanan hidangan dengan
pencrapan protokol kesehatari

|yang ketat.

kapasitas tempat pertemuan dan

Kapasitas tamu paiag banyak
754 dengan penerapan protwkol
keseha:an yang ketat.

:

Dapat dihadin penonton

Dapat dibuka dengan
penerapan protokul kesehatan
yang ketat

dengan nenerapan protokoi

Dapat difaksanakan dengan
penerapan pratokaj kesehatan
yang ketat

Maksimal peseria SUS dari
kapasitas lenoni. pertemuan
dan tidak boteh menyediakan
Inakanan bidangan dengan
perlerapan protokci kesehatan
yang ketat.Jaratah penurpang maksimal

SKPX Jari kepasiuas penimpang
dengan penerapan pratokol
kesehatan vung ketat.

Jumlah penambang maksimal
TSS Gari kapasitas penumpang
Gengan penerapan nroiokpi
kesehatan yang ketat.

Maksimal peserta 504 dari
kapasitas tempat nertemuan dan
boleh menyediakan mikanan
hidangan dengan penerapan
protukoi kesehatan yang kerat.

Dapat dilaksanakan dengan
penerapan protokdl kesehatan
yang keiat

Jamilah penumpang maksimal
75Y6 dari kapasitas periumpang
dengan penerepan protokol
kesehatan yang ketat.

Jumlah penampang dapat
mencapai 10055 dari
kapasitas pemumpang dengan
penerapan protokol kesehatan
yang ketat
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Lamp Pogabunat dhua Padang

Pelaku Perjalanan dar: wilayah
Galam Kabupaten

pertama
Wah Negatif POR fi-4) atau
Negatif Antigen IH-1)

Wap vas mana aU
peramna
Wajib keparii PCR IH- Gp ataa
Negatif AotgenGia)

Warab vabasn royuroal dosis
pertama
Menerapkan protokol
kesehatan yang Kalat.

Wajib vakoan tnsanaunh dbsas
Perang
Menerapkan protokol
kesehatan yang ketat.

pertanga
- Wajih Negatif POR (Et atau

Menerapkan prutoku' kesehatan
yang ketat.

LO Keganf MR dana
| Neyatif Antigen IH-2)

353

Ant puTA
0.Ery1 8 Mensraokan nretuka

kesehatan yang ketat.

MENTAWAI

4
NaG


